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PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Brk

P AW »
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan
Tidak Ada, tempat tinggal di Dusun 2, Desa Busisingo Induk, Kecamatan
Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, disebut sebagai

Penggugat;

melawan
Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan
Pedagang, tempat kediaman Dusun 3, Desa Pimpi, Kecamatan Bintauna,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, disebut sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10
Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko
Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Brk tanggal 1 Desember 2019, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan

pada tanggal 30 Juni 2010 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,

Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0 tanggal

2010;
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kediaman
Penggugat di Desa Busisingo selama 1 tahun, kemudian pindah di
kediaman Bersama di Desa Pimpi, Kecamatan Bintauna, Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara, hingga sekarang;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup
bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai dua orang
anak yang bernama :

) Arrumaisha Asma Al-Qorni humalidi, Perempuan, umur 7 (tujuh)
tahun;
. Aysiya Kamila Al-Khanza humalidi, Perempuan, umur 6 (enam)

tahun, sekarang keduanya dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014, mulai terjadi

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan

antara lain:
. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
. Tergugat mempunyai sifat keras dan tempramen;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada Oktober 2018, dimana Tergugat sering marah kepada
Penggugat dan anak-anak Penggugat, kemudian Tergugat mengancam
anak-anak Penggugat dan Penggugat dengan menggunakan benda tajam,
kemudian Penggugat sudah tidak kuasa menahan lagi perilaku Tergugat,
kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan
kembali ke rumah saudara Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan
Tergugat sudah tidak hidup layaknya suami istri lebih dari 1 tahun, dan
Tergugat tidak memberikan nafkah hingga saat ini;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,
mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu
perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan
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terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalah rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan
yang berlaku;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis
Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Nurgaeda Hassan, S.Pd. binti Hi. Sukarno Hassan)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;
Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir
di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor
1/Pdt.G/2020/PA.Brk, tanggal 9 Januari 2019 dan 21 Januari 2020 yang
dibacakan di depan sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak
ternyata ketidak hadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah
menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian
kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan dan juga tidak dapat
mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati
Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama

Tergugat, namun tidak berhasil;
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Bahwa, pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan
membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum,
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun
jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini
diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor
Otanggal 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti
P.);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga
menghadirkan dua orang Saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: TH binti SH, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada,
bertempat tinggal di Desa Busisingo Induk, Kecamatan Sangkub, Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi
adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam
pernikahan yang sah, dan kini telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kediaman
Penggugat di Desa Busisingo selama 1 tahun, kemudian pindah di
kediaman Bersama di Desa Pimpi, Kecamatan Bintauna, Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara, hingga sekarang;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 yang lalu
sampai sekarang ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi
percekcokan yang terus menerus karena Tergugat suka berkata kasar
kepada Penggugat disamping itu Tergugat mempunyai sifat yang keras dan

temperamen,;
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- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak
tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi dari kediaman bersama
Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik,
bahkan Tergugat sudah tidak menghiraukan dan tidak mempedulikan
Penggugat;
— Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan damai antara Penggugat
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
Saksi Il: NDS binti NDS, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada,
bertempat tinggal di Desa Busisingo Induk, Kecamatan Sangkub, Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi
adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam
pernikahan yang sah, dan kini telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kediaman
Penggugat di Desa Busisingo selama 1 tahun, kemudian pindah di
kediaman Bersama di Desa Pimpi, Kecamatan Bintauna, Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara, hingga sekarang;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 yang lalu
sampai sekarang ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi
percekcokan yang terus menerus karena Tergugat suka berkata kasar
kepada Penggugat disamping itu Tergugat mempunyai sifat yang keras dan
temperamen;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak
tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi dari kediaman bersama
Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik,
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bahkan Tergugat sudah tidak menghiraukan dan tidak mempedulikan
Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan damai antara Penggugat
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat
dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan
Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal
40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
tentang Perkawinan, jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal
1 huruf (b) Peraturan Pemrintah Nomor 9 Tahun 1975, tantang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, karenanya
Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus
perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat
berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, sesuai Pasal 73 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun
2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 6 dari 14 Hal.Put Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif
Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal
standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49
Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan
Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kesatu
atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat
kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat
bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil,
karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009
tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.l. Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran
kesatu pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan
tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama
Boroko telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan
Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang
Perkawinan, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
Penggugat dapat diputus dengan Verstek;
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Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits

Nabi dalam Kitab Hadits Mu’inul Hukkam halaman 96 :
Al (o aSla N cea et JB alug e dl) i) O sl e
A Y s geh g ali el
Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda
“barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di
persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia
termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian
dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat
tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain
shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat
tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim
berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang
Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada
harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang
setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat
alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan
dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis
Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang
menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
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7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009, tentang perubahan kesatu atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989, tentang Peradilan Agama, dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah
sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya
mitsagan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti surat bertanda (P.) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor
Otanggal 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermaterai cukup
dan cocok dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis
tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985,
tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2000, tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas
Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P. tersebut merupakan akta
autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak
dibantah, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan
mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (satu)
orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah
sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat bukan orang yang dilarang
untuk menjadi Saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi
seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil
saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil Saksi, keterangan kesatu
saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun
namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu
memenuhi syarat materiil Saksi;
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Menimbang, bahwa oleh karena Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo.
Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan
Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama serta
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam, maka keterang Saksi tersebut mempunyai nilai
pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan
dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta kejadian
sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam
pernikahan yang sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada 30 Juni 2010,
telah dikaruniai 2 orang anak;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kediaman
Penggugat di Desa Busisingo selama 1 tahun, kemudian pindah di
kediaman Bersama di Desa Pimpi, Kecamatan Bintauna, Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara, hingga sekarang;

3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka berkata kasar
kepada Penggugat disamping itu Tergugat mempunyai sifat yang keras dan
temperamen;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Oktober 2018 yang lalu sampai sekarang ini dan selama itu pula
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang
baik, bahkan Tergugat sudah tidak menghiraukan dan tidak mempedulikan
Penggugat;

5. Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan damai antara Penggugat
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 10 dari 14 Hal.Put Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas

dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka berkata kasar kepada
Penggugat disamping itu Tergugat mempunyai sifat yang keras dan
temperamen;
3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada
komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan
bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
maka dalil Penggugat tentang sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat, telah terbukti, ditambah keinginan kuat
Penggugat di persidangan yang sudah tidak ingin rukun lagi, hal tersebut
membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat
dipertahankan lagi, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Irretrievable breakdown) dan
sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (on heel baare tweespalt), dengan
demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan
perkawinan vyaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat : 21 dan Pasal 1
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal bersama sejak
bulan Oktober 2018, sampai sekarang, maka hal tersebut menunjukkan bahwa
kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga
yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak
hidup serumah saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-
masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati
dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki
Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal

77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti
sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan
mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat
dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpandapat bahwa rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam (Al Muhadzab 11: 81):

adlls siolall ade gl lg>g ) az g ll axs, pac 2wl blg
Artinya: “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka

Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.

Dan Kitab Ath Thalag minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, Dr. Ahmad Al
Ghundur halaman 40, yang berbunyi:

iz gall sliasdl yog 9 GUSVI ulis sic yo Ml ] az il avw O]
alll 592> aold] pac
Artinya: “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah
adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi
pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri
yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan
hukum Allah”.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah juga memenuhi
alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 huruf (c) dan
Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang — Undang Nomor 1 tahun 1974,
jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta
Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “antara
suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka petitum gugatan Penggugat mengenai cerai gugat tersebut
memenuhi Pasal 119, ayat 2 huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
dapat dikabulkan.
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Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan,
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah dua kali diamandemen, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya akibat diajukan perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

B

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020
Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh saya
Nengah Ahmad Nurkhalish, S.El sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim
Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Vitri Feybiyanti Samiun, S.H. sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI
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Panitera Pengganti,

Vitri Feybiyanti Samiun, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Proses Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp. 365.000,00
4. Redaksi Rp. 10.000,00
5. Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 461.000,00

(Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)
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